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PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periade 1 Januari 2022 sampal 31 Maret 2022

SURVEY PERSEPSI| ANT| KORUPSI
NILAI INDEKS

3,82 /95,53%

Jumlah 100 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAK] : 58
PEREMPUAN : 42
Pendidikan  Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 1

SD:0 Diploma 3:0

SMP: 0 S1:76

SMU : 21 S§2:2

Diploma 1:0 S3:0

Pekerjaan  PNS: 52 SWASTA: 0

TNI: 0 WIRAUSAHA : 1

POLRI: 0 TENAGA KONTRAK : 0

LAINNYA : 47
Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :
1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? 3,610
2.Pemahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 3,780
3. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? 3,800

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :
1. 1. Tindak lanjut terhadap informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan adalah agar untuk lebih
mensosialisaikan tarif/biaya perkara di Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada para pengguna layanan.
2. Tindak lanjut terhadap dihubungi oleh seseorang yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara adalah agar pimpinan untuk
mempererat pengawasan dan melakukan pembinaan khusus terhadap seluruh pegawai petugas PTSP.
3. Tindak lanjut terhadap membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan adalah mempererat pengawasan terhadap gratifikasi dengan
memutarkan aplikasi pengendalian gratifikasi secara berkala

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat
bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
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